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INTISARI

Tanah merupakan modal utama pembangunan dan juga merupakan
kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila
tanah tersebut tidak memiliki jaminan kepastian hukum maka akan
menimbulkan konflik kepemilikan tanah yang dapat diminimalisir antara lain
jika setiap pemilik bidang tanah mempunyai jaminan kepastian hukum hak
atas tanah berupa sertipikat. Saat ini sebagian besar masyarakat
Kecamatan Mandiraja menganggap bahwa kebutuhan akan sertipikat
belum terlalu di utamakan dikarenakan faktor internal seperti pendidikan,
pendapatan dan pengetahuan tentang sertipikat. faktor eksternal berada
Kantor Pertanahan terkait dengan adanya kepastian waktu dan biaya.
Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini ingin mengetahui tingkat minat
masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya di Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini metode
penelitian survai, pengumpulan datanya dari responden yaitu dengan
menggunakan kuesioner. Populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada
di Kecamatan Mandiraja , penentuan sampel dengan 2 tahap yaitu smpel
wilayah kemudian dilanjutkan sampel perorangan. Untuk sampel wilayah
dengan menggunakan purposive sampling. Kemudian sampel peroranagan
dengan random sampling. Analisis yang digunakan adalah Regresi
Berganda.

Hasil penelitian didapatkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan
Mandiraja sedang cenderung rendah Hal tersebut masyarakat menganggap
Faktor yang berpengaruh terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah
adalah pendidikan dengan taraf signifikasi 98,9 %, pengetahuan tentang
sertipikat taraf signifikasi 99 %, waktu pembuatan sertipikat taraf signifikasi
99 % dan biaya pembuatan sertipikat taraf signifikasi 99 %. Agar lebih
meningkatnya minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah hendaknya
pihak BPN lebih rutin lagi mengadakan PRONA, PRODA serta penyuluhan
tentang pertanahan. Hal ini demi terwujudnya tertib hukum pertanahan dan
tertib administrasi pertanahan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah pada dasarnya merupakan sumberdaya yang selain
memiliki kedudukan strategis karena pengaruhnya terhadap segala
kehidupan manusia juga merupakan salah satu sumberdaya yang
memiliki sifat dan karakter yang unik dengan keistimewaannya yang
dapat dipandang sebagai hasil, penghasil dan tempat (I Made Sandy,
1995 : 1). Tanah digunakan untuk tempat tinggal dan tempat berusaha
untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tanah sebagai sumberdaya alam
dan unsur ruang, disamping menjadi modal utama pembangunan yang
merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang
banyak.

Kegiatan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan
semakin kompleks dengan semakin meningkatnya aktivitas
kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak meningkatnya
kebutuhan terhadap tanah. Dalam memenuhi akan kebutuhan tersebut
banyak terdapat kepentingan dari berbagai pihak yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, jika tidak
dilakukan secara seimbang antara kepentingan pembangunan dan

kepentingan masyarakat. Konflik tersebut dapat diminimalisir antara



lain jika setiap pemilik bidang tanah mempunyai jaminan kepastian
hukum hak atas tanah berupa sertipikat.

Dengan demikian keberadaan sertipikat dalam memberikan
jaminan kepastian hukum hak atas tanah menjadi sangat penting.
Fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti
kepemilikan hak atas tanah seseorang. Alat bukti lain misalnya akta
jual beli, saksi-saksi, surat keterangan pemberian hak, letter C, girik,
Petok D ataupun alat pembuktian lainnya seperti yang tercantum
dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah merupakan alat bukti sebagai alas hak untuk
dilakukannya konversi hak atas tanah.

Seperti yang ditegaskan pada peraturan perundangan bahwa
sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (yang
disebut UUPA) yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat
pembuktian tersebut dalam Pasal 1 butir (20) PP Nomor 24 Tahun
1997 disebutkan:

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan”.

Sebagai alat bukti yang kuat dalam hal ini berarti selama tidak ada alat

bukti lain yang membuktikan sebaliknya, maka keterangan yang ada



dalam sertipikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti
tambahan.

Sertipikat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan
diperoleh dari kegiatan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan
dengan cara konversi, penegasan, dan pengakuan hak untuk tanah-
tanah yang berasal dari hak milik adat, sedangkan untuk tanah negara
dilakukan dengan cara pemberian hak. Jaminan kepastian hukum hak
atas tanah yang diberikan dari sertipikat menjadikan keberadaan
sertipikat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pemilik tanah.

Namun kenyataan saat ini keberadaan akan pentingnya
sertipikat masih belum terlalu diutamakan oleh masyarakat maupun
masih terdapat adanya masyarakat yang belum memahami. Hal ini
dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat mengartikan bukti pemilikan
bidang tanah berupa letter C, girik, Pethuk ataupun alat pembuktian
lama lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
dianggap merupakan bukti kepemilikan yang sudah diakui legalitasnya
oleh pemerintah. Hal tersebut sebenarnya hanya merupakan bukti
kepemilikan awal sebagai landasan konversi penegasan pengakuan
hak pada saat didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas
tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka
pendaftaran tanah. Dalam penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh

Pejabat yang berwenang dalam pendaftaran tanah saat ini adalah



pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan
bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia yang tertuang dalam Pasal
19 ayat (1) UUPA, yaitu: untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa dari
Pemerintah adalah Pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran
tanah jenis ini lebih diutamakan, hal ini disebabkan pendaftaran tanah
dengan cara ini akan lebih mempercepat perolehan data mengenai
bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Namun karena pendaftaran
tanah jenis ini prakarsanya datang dari pemerintah, sehingga
memerlukan waktu untuk menyediakan dana, tenaga, serta peralatan-
peralatan yang diperlukan. Pelaksanaannya pun harus didasarkan
pada rencana kerja yang jangka waktunya agak panjang. Sehingga
dalam pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah diseluruh
Indonesia belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dikarenakan
terdapatnya kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki oleh
Pemerintah.

Meskipun  Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk
mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, namun hal
tersebut tidak semata-mata merupakan kewajiban dari Pemerintah

sepenuhnya. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam



pendaftaran tanah antara lain melalui pendaftaran tanah dengan
inisiatif sendiri atau dikenal dengan pendaftaran tanah sporadik.
Pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik akan berhasil jika kesadaran
masyarakat tinggi akan pentingnya sertipikat tanah untuk jaminan
kepastian hukum hak atas tanah sangat dipengaruhi oleh faktor
pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang sertipikat, waktu
pembuatan sertipikat serta biaya pensertipikatan tanah

Dengan demikian dalam penerbitan sertipikat dipengaruhi oleh
tingkat kesadaran masyarakat yang tercermin dari perilaku dan
keinginan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya di Kantor
Pertanahan. Menurut Purwadarminta (1976: 650) suatu keinginan,
perhatian, kesukaan atau kecenderungan hati pada sesuatu disebut
sebagai minat. Jadi apabila masyarakat mempunyai minat yang tinggi
terhadap sertipikat hak atas tanah, maka akan tercermin dari
perilakunya untuk mensertipikatkan tanahnya.

Namun kenyataannya tidak semua masyarakat mempunyai
keinginan untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga hal ini dapat
menjadi salah satu  penghambat dalam pelaksanaan kegiatan
pendaftaran tanah. Sebagai salah satu contoh yaitu Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Pada
kecamatan ini berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjarnegara pada tahun 2008 menunjukan bahwa jumlah bidang
tanah yang sudah bersertipikat kurang lebih 7981 bidang tanah dari

39.870 bidang tanah yang tersebar di 16 Desa. Hal ini berbeda dengan



Kecamatan Banjarnegara yang meskipun mempunyai luas daerah
yang hampir sama namun menurut data dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjarnegara jumlah sertipikat kurang lebih 13.637 yang
tersebar di 13 Desa.

Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah bidang tanah yang
telah didaftarkan oleh masyarakat di Kecamatan Mandiraja lebih
sedikit dibandingkan Kecamatan Banjarnegara. Dengan masih
terdapat banyaknya bidang-bidang tanah yang belum didaftar, maka
maka bidang-bidang tanah tidak ada jaminan kepastian hukum hak
atas tanah. Sehingga hal tersebut dimungkinkan akan menimbulkan
konflik pemilikan tanah di masa akan datang. Oleh karena itu menurut
penulis hal ini menarik untuk diteliti lebih mendalam. Berdasarkan hal
tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul:
“Minat Masyarakat terhadap Pensertipikatan Tanah di Kecamatan

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah
dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. berapa besar minat masyarakat di Kecamatan Mandiraja dalam
pensertipikatan tanah?
2. berapa besar pengaruh faktor pendidikan, pendapatan,

pengetahuan tentang sertipikat, waktu dan biaya pensertipikatan



tanah terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan

tanahnya?.

C. Batasan Masalah

1.

Pensertipikatan tanah yang dimaksud adalah pensertipikatan tanah
yang berasal dari tanah hak adat yang didaftarkan oleh masyarakat
Kecamatan Mandiraja ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjarnegara;

Kegiatan untuk memperoleh Sertipikat Tanah yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk

pertama kali secara. sporadik

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan

adalah:

a. untuk mengetahui minat masyarakat dalam pensertipikatan
tanah;

b. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat masyarakat
dalam pensertipikatan tanah.

Kegunaan penelitian

a. untuk diri sendiri (penulis), menambah pengetahuan di bidang
pertanahan mengenai minat masyarakat  terhadap

pensertipikatan tanah;



b. penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam
mengambil kebijakan untuk meningkatkan minat masyarakat
terhadap pensertipikatan tanah miliknya;

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  kesadaran
hukum masyarakat, khususnya tertib hukum pertanahan
sangatlah penting dalam menunjang pembangunan hukum dan
pembangunan nasional.

d. dapat dipublikasikan dan digunakan sebagai bahan pustaka

pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Minat masyarakat Kecamatan Mandiraja untuk mensertipikatkan
tanahnya adalah sedang cenderung rendah. Dengan klasifikasi 3
(tiga) yaitu rendah sebesar 40%, sedang sebesar 45%, dan tinggi
sebesar 15%.

Faktor yang berpengaruh dari hasil pembahasan dengan
menggunakan Multiple Regresion /| Regresi berganda adalah faktor
pendidikan dengan taraf signifikasi X1= 98,9%,; faktor pendapatan
masyarakat dengan taraf signifikasi X2 = 74%; faktor pengetahuan
tentang sertipikat tanah dengan taraf signifikasi X3 = 99%; faktor
pelayanan dari kantor pertanahan terkait waktu penyelesaian
dengan taraf signifikasi sebesar X4 = 99%; dan faktor biaya
pensertipikatan tanah dengan taraf signifikasi sebesar X5 = 99%.
Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa waktu
pensertipikatan menjadi faktor yang berpengaruh terbesar terhadap
minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya di Kecamatan

Mandiraja.
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B. Saran

1.

Agar lebih meningkatnya minat masyarakat dalam pensertipikatan
tanah hendaknya pihak Badan Pertanahan Nasional bekerja sama
dengan instansi terkait lebih rutin lagi mengadakan PRONA,
PRODA. Hal ini untuk memacu minat masyarakat untuk
mensertipikatkan tanah  miliknya karena dengan  sering
diadakannya kegiatan PRONA, PRODA maka masyarakat akan
lebih termotivasi untuk mensertipikatkan bidang tanahnya.

Untuk meningkatkan pengetahuan dengan latar belakang
pendidikan masyarakat yang rendah maka perlu diadakan
penyuluhan dan sosialisasi pertanahan kepada masyarakat,
dengan jalan hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang hukum tanah termasuk pendaftaran tanahnya. Misalnya
Penyuluhan secara berkala minimal satu tahun sekali dari Kantor
Pertanahan terutama untuk daerah yang memiliki minat masyarakat
paling rendah dalam mensertipikatkan tanah. Dari hasil penelitian di
Kecamatan Mandiraja minat masyarakat untuk mensertipikatkan
tanah miliknya sedang cenderung rendah. Untuk itu perlu kiranya
perhatian khusus dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
agar minat masyarakat di Kecamatan Mandiraja semakin
meningkat, sehingga dapat terwujudnya tertib hukum pertanahan

dan tertib administrasi pertanahan.
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